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A. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dibentuknya Republik Indonesia dalam Pem-
bukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI1945) aline ke-4 (empat) adalah untuk memajukan
kesejahteraan umum. Amanat tersebut mengandung makna, bahwa
negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap lvarga nega:'a-
nya melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung dengan
tentun)ra tetap mengedepankan prinsip negara hukum sesuai de-
ngan Pasal 1 angka 3 UUD NRI 1945.87 Pemerintah sebagai opera-
tor penyelenggaraan negara mewujudkan amanat tersebut dengan
meningkatkan dan menjalin hubungan dengan pihak Iain di luar
pemerintah itu sendiri.ss Tindakan ini dilakukan karena tidak se-
mua hal dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meme-
nuhi kebutuhannya sendiri terlebih untuk memenuhi kebutuhan
masyarakatnya. Hal ini dikarenakan, banyak faktor yang membatasi
pemerintah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, mi-
salnya terbatasnya sumber daya manusia, teknologi dan terbatasnya
dana yang dimiliki oleh pemerintah.8e

37 A]fitri, "ldeologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah
Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional", Jurml Ko,lstitltsi, Vol. 25, No. 3, September
2012, hlm.461.

I Z.ainal Asikin, "Perjanjian Kerja sama Antara Pemerintah dan Swasta Dalam Penyediaan
Infrastruktur Pubhk, Mimbar Hukum,Vol.25, No. l, Februari 2013, hlm. 57.

8'g [.alu Hadi Adha, "Kontrak Build Operate Transfer Sebagai Perlanjian Kebijakan Pemerintah
Dengan Pihak Swasta",,Irml Dinamika Hukum,Yol. I l, No. 3, Oktober 20I l, hlm. 548.
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Adanya kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan utama
negara memiliki konsekuensi logis, bahwa pemerintah mempunyai
kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dari rnasyarakat umum,
baik yang berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur.
Dalam kaitan dengan pemenuhan kebutuhan inilah, maka pem-
buatan kontrak menjadi praktik yang rutin (routin pmctice).eo Kon-
trak sejatinya merupakan suatu bingkai hukum dari adanya suatu
hubungan hukum. Melalui kontrak inilah, sejatinya perlindungan
hukum bagi para pihak dapat terwujud.el Keterlibatan pemerintah
dalam transaksi komersial merupakan suatu bentuk tindakan
pemerintahan yang wajare2 dilakukan sebagai subjek hukum yang
mewakili dua institusi sekaligus, yakni jabatan pernerintahan dan
badan hukum pemeriirtahan(twee petten).e3 Tindakan ini dilakukan,
karena sebagai subjek hukum, pemerintah tidak dapat memenuhi
seluruh kebutuhannya sendiri, apalagi memenuhi seluruh kebu-
tuhan masyarakat dalam rangka pelayanan publik.ea Tak ayal ke-
mudian, peranan sektor swasta menjadi semakin penting dalam
mewujudkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh pemerin-
tah tersebut.

Pemerintah dalam kegiatan sehari-hari acapkali melakukan
transaksi komersial dengan pihak non-pemerintah untuk meme-
nuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

s0 Yohanes Sogar Simamora,2o16, Hukum Kontrak: Kontrak Pengadmn Barang dan Jasa Peme-
rinmh di Indonesia, taksbang lustisia Surabaya, hlm. I.

sr Moch- Isnaeni, 2016, Pengantar Hukum laminan Kebendmn, Revka Petra Media, Surabaya,
hlm. 159.

e'zCharles Tiefer dan William A. Shook., 1999, Gouernment Contract lnw, Carolina Academic
Press, North Carolina, hlm. ix; Periksa juga Michael T. Molan, 2003, Administratiue Law, Old Bailey
Press, Irndon, hlm. 243.

e3 Bagir Manan, 'tsentuk-bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah
Daerah", Majabh llmtah Uniuersitx Padjadjaran, No. 3, Vol. 14, 1996, hlm.27-29. Dalam hal ini
Bagir manan menjelaskan bahwa pemerintah atau administrasi negara adalah subyek hukum yang
mewakili dua inslitusi yaitu jabatan pemerintahan dan badan (lichaam) hukum pemerintahan,
karena mewakili dua institusi maka dikenal ada dua macam tindakan hukum yaitu tindakan hukum
publik dan tindakan hukum privat. Di Negara Belanda, tindakan hukum pemerintahan dijelaskan
sebagai berikut: "Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi
pemerintahannya dapat dibedakan dalam tindalan hukum publik dan tindakan hukum privat.
Tindakan hukum publik berarti tindakan hukum yang dilakukan tersebut didasarkan pada hukum
publik atau yaitu tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum publik, sedangkm tindakan
hukum privat adalah tindakan hukum ymg didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan"

ea Public Services memiliki karakteristik sebagaimana dikemukakan oleh Olive Holtman, yaitu:
(1) generally cannot choose customer; (2) roles limited by legislation; (3) politics institutior.olizes
conflict; (<) complex anountability; (5) uery open to secuity; (6) action must be justified; (7) objectiues
outputs dificult to stetelmeasure. Di samping memiliki karaher tersebut, public seruirc dicirikart
dengan dua ciri, yaitu: {1) Non exclu.dabiliry, yaitu orang-orang yang membayar diharapkan dapat
menikoati jugabarang tersebuti d,an(2\ Non iualy consumption,yaitu seorangyang mengkonsumsi
barang itu, dan orang lain mengonsumsinya pula. Lillat: Zaind Asikin Op.cir., hlm. 56.
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Keterlibatan pemerintah ke dalam suatu transaksi komersial berarti
pemerintah mengikatkan diri pada suatu hubungan kontraktual.
Adanya keterlibatan pemerintah dalam suatu kontrak menyebab-

kan kontrak yang dibuat oleh pemerintah bersifat multi aspek dan
mempunyai karakter yang khas.es Hal ini ditunjukkan dengan ada-

rrfo w?rn? publik yang membedakan kontrak yang dibuat oleh pe-

merintah dengan kontrak komersial pada umumnya. Unsur publik
yang mewarnai kontraktersebut membawa konsekuensi pada Pene-
rapan prinsip kebebasan berkontrak.e6

Pada prinsip kontrak secara umum, para pihak yang terikat
dalam suatu kontrak komersial bebas untuk mengatur hubungan
hukum dan kewajiban kontraktual dengan seluas-seluasnlra.' HaI

ini sejatinya, merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan ber-
kontrak (fteedom of contract) yang diatur dalam Pasal 1338 Bur-
gertijk Wetboek (glCI Fang Pada pokoknya mengatur, bahwa para

pihak bebas untuk menentukan mitra, bentuk, isi, tujuan, dan dasar

hukum dari suatu kontrak.e8 Dalam hal kontrak yang dibuat oleh
pemerintah yarrg notabene diwarnai oleh unsur publik ini, tidak
dapat dilakukan sebebas itu. Hal ini disebabkan, karena terdapat
unsur publik dalam subiek hukum yang membuat kontrak tersebut.

Salah :atu bentuk perikatan yang lahir dari kontrak yang dibuat
oleh pemerintah yang notabene merupakan badan hukum pub[k

Qtubliekrecht) ini merupakan kontrak komersial. Kontrak komer-
sial (commercial contract) itu sendiri merupakan kontrak bisnis yang

di dalamnya terdapat "financial or economic motive (benefit mo-

tive)" yang mendasari htlbungan para pihak.se Adapun motif dari
Pemerintah untuk mendapatkan keuntungan dari adanya transaksi
yang diwujudkan dalam kontrak komersial tersebut juga merupakan
prioritas.loo Keterlibatan Pemerintah dalam kontrak ini memberikan
nuansa yang khusus bagi kontrak yang dibuat, sehingga perlu dikaji

e5 Yohanes Sogar Simamora, Op. ciL,hlm.5.
,6 Diangsa Wagian, 'Pembaharuan Hukum Kontrak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di

I ndonesia", I us Kaj ian Hukum dan Keadilan, Vol 3, No. 1, April 20 r 5' hlm' I 87.
e7 Totok Dwinur Haryanto, "Hubungan Hukum Yang Menimbulkm Hak Dm Kewajibm Dalam

Kontrak Bisnis", Wacana Hukum, Vol 9, No. I, April 20f 0' hlm. 87.
es Ghansam Anand, "Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyrsunan Kontrak", Yuridika"Yol

26, No. 2, Agustus 2010, hlrn. 91.
es Robert w. clark, 1987, Inequaliry of Bargaining Power, The carswell company Ltd., Toronto-

Calgary-Vancouver, hlm. l0l.
fo k"r.rtrrrg* di sini bukan hanya keuntungan berupa uang, namun juga-berupa transfer

teknologi dan fengetahuan, Lihar Stephen P. Osbome, ed., 2010, The New Public Governance:

emergiig Prespectiies on the Tlwory and Practice of Public Gouernance, Routledge, london and New
York, h.lm. 131,24{.
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Iebih mendalam mengenai kedudukan pemerintah sebagai subjek
dalam kontrak serta akibat hukum yang ditimbulkan, bilamana
terjadi suatu sengketa kontrak.

Berdasarkan paparan di atas terkait dengan kontrak yang dibuat
oleh pemerintah dengan pihak swasta, maka perlu dikaji lebih lan-
jut terkait dengan 2 (dua) hal, yaitu pertama karakteristik kontrak
pemerintah dan kedua penegakan hukum dalam menyelesaikan
permasalahan terkait kontrak pemerintah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adaiah penelitian hukum atau yang dalam bahasa
Inggris dikenal sebagai legal research dan dalam bahasa Belanda
dikenal sebagai rechtsondenoek.lol Menurut Peter Mahmud Marzuki,
penelitian hukum adalah penelitian addah suatu proses untuk
menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun dok-
trin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.roz
Berkaitan dengan penelitian hukum ini, dilakukan untuk menjawab
isu hukum berkaitan dengan karakteristik kontrak pemerintah dan
penegakan hukum dalam hal terjadinlra pernasalahan dalam kon-
trak pemerintah.

Dalam penelitian hukum ini, pendekatan yang digunakan ada-
lah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach)
dan pendekatan konseptual (conceptual apprcach). Pendekatan per-
undang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan me-
nelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.lo3 Dalam pene-
litian hukum ini, adapun beberapa peraturan perundang-undangan
yang digunakan untuk menjawab isu hukum terkait, seperti UUD
NRI1945, BW, dan sebagainya. Pendekatan konseptual adalah pen-
dekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin vang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menjawab
isu hukum terkait.lo4 Dalam penelitian hukum ini, konsep-konsep
hukum yang digunakan adalah terkait dengan konsep hukum kon-
trak pemerintah, sehingga bisa memahami karakteristik perikatan
dari kontrak pemerintah tersebut.

r0r Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Yuridika"Yol16, No. 1, Maret 200I, hlm. 103.
r@PeterMahmudMamrki, (ZOIV,PenelitianHukur?xEdrs/;RevisiPrenadaMedia,Iakarta,trlm.gl.
rB lbid, hlm.93.
tu lbid
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E
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C. KARAKTERISTIKKONTRAKPEMERINTAH

Istilah government contract pada umumnya dipahami sebagai
kontrak yang di dalamnya pemerintah terlibat sebagai pihak dan
objeknya adalah pengadaan barang dan jasa. Government contract
memiliki makna yang sama dengan proanrement contract. Menurut
Y. Sogar Simamora, istilah government contract lebih tepat diterje-
mahkan menjadi "kontrak pemerintah" tanpa kata "dengan" atau
"oleh", hal ini berlebihan dikarenakan kata "dengan/oleh" dimak-
sudkan sebagai penekanan terhadap kedudukan pemerintah seba-
gai kontraktan.los Dalam beberapa kepustakaan, istilah government
contract atau kontrak pemerintah diidentikkan dengan procurement
contracto, atau public contract, padahal ketiganya memiliki definisi
dan ruang lingkupnya masin g- masi ng. Pto carement contract menurut
Black's Law Dictionary adalah "A contmct in which a government
receives goods or senrices; a pnocurement con?u,ct, including the bidding
process, is subject to government rcgulation".lo7 fika dikomparasi, de-

finisipublic confuct adal ah " A contmct that, although it involves public

funds, maybe performed by private persons and may benefit them" .LoB

Lebih lanjut, Mariam Darus menyatakan, bahwa: "Kontrak publik
adalah kontrak yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh Hu-
kum Publik'.1oe Terhadap pendapat Mariam Darus tersebut, Yohanes
Sogar Simamora menyatakan, bahwa tidak tepat istilah kontrak
publik, karena dalam frasa "kontrak", sejatinya berhubungan erat
dengan watak privat.l'o Dengan demikian, ruang lingktp government
contract atau kontrak pemerintah, lebih luas apabila dibandingkan
derrgan pro curement contract, maupun public contract Jika dianalisis,
maka sejatinya government contract atau kontrak pemerintah tidak
melulu mengenai pengadaan barang dan./atau jasa Qtrocurement
contract), dan juga tidak melulu tunduk pada hukum publik Qtublic
contract).

Ruang lingkup kontrak pemerintah meliputi kontrak Peng-
adaan dan kontrak non-pengadaan.11l Perbedaan antara kontrak

16 Yohanes Sogar Simamora, Op. cit., }rlm.42.

'6 MA Sudjan, 2OO3, Law Relating to Gouernment Conrracrs, Universal l-aw Publishing Co., Pvt.,
Ltd., Delhi, hIm.468.

ro7 Bryan A.Gamer, 2009, Black's lnw Dictiomry, Ninth Edition,l-aw Prose Inc., Texas, hlrn. 369.
t@ Ibid.
t@ Mariam Darus Badrulzaman, 1998, "Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak)" ddlam

Hukum Kontrak di Indonesia Elips, lakana, hlm. 1 7.
rro Yohanes Sogar Simamora Op. cir., hlm. 80-81.
Itt Muskibah dan Lili Naili Hidayah, "Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Konnak
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pengadaan dan kontrak non'peng-ad.aan terfetak pada tujuan pem-
buatan kontrak. Tujuan pembuatan kontrak pen!{adaan, yaitu untuk
pengadaan barang dan jasa,lu sedangkan kontrak non pengadaan
bertujuan untuk pelayanan publik. Kontrak pengadaan yaitu suatu
kontrak yang bersifat pembelanjaan, sedangkan kontrak non peng-
adaan merupakan kontrak 1,-ang membawa penerimaan penda-
patan.la lika dilihat dari sisi anggaran, kontrak yang dibuat oleh
pemerintah itu pada dasarnlra dapat dikelompokkan menjadi dua
jenis, yaitu kontrak yang bersifat pembelanjaan dan kontrak yang
membawa penerimaan pendapatan. Pengadaanbarang dan jasa oleh
pemerintah (government procurement) tergolong pada jenis yang
pertama, sedangkan jenis yang kedua meliputi berbagai macam
kontrak, di antaranya tukar menukar, sewa menyewa, penjualan
aset negara termasuk saham, penerbitan obligasi atau pinjaman
Iuar negeri (loan agreement). Terhadap hal ini, Y. Sogar Simamora
menlratakan bahwa, kontrak-kontrak tersebut biasa disebut dengan
kontrak pemerintah (gwernment contract) yang kemudian terdapat
dua jenis kontrak pemerintah yang ada di Indonesia yaitu kontrak
pengadaan Qtrocurement contmct) dan kontrak non-pengadaan (non
p to cur e m e n t c o ntra ct) .a14

Dalam praktik regara-negara lain, umumnya ti<iak dikenal ada-
nya diferensiasi kontrak pemerintah menjadi kontrak pengadaan
(procurement contract) dan kontrak non-pengadaan (non p rocurement
contrad) secara signifikan.ls Kontrak pengadaan dimaksudkan se-
bagai kontrak dalam rangka melaksanakan transaksi pengadaan,
sedangkan kontrak non-pengadaan dimaksudkan sebagai kontrak
dalam rangka melaksanakan transaksi-transaksi di luar transaksi
pengadaan.116

Standar Pengadaan Barang dan Iasa Pemerintah di Indonesia" , Refleksi Hukum, Vol. 4, No. 2, April
2020, hlm. I8t.

ru Dea Putri Fajarini, "Subkontrak Dalam Pengadaan Barang/lasa Penrerintah", Mimbar
Keadilan,Vol12, No. l,Iuli 2019, hlm.73.

It3 Pasal I I UU No. l7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara-

"o Yohanes Sogar Simamora, Op- cit.,blr:l..8.
rrs Dalam kontrak pengadaan maupun kontraknon-pengadaan, keduanya nrelibatkan Pemerin-

tah untuk ikut serta dalam sektor privat dan juga melibatlan dana publik. Berdasarkan hal tersebut,
beberapa pandangan menyatakan bahwa kontrak non-pengadaan pada dasarnya juga tunduk pada
ketentuan dalam kontrak pengadaan. Lihat: Magdalena Taraszkiewicz, "Liabitity Of Contractors
Iointly Applying For A Public Procurement Contract In Connection With Their Conclusion Of A
Civil Law Pannership Agreement", Prawo Bud2ptoue Partsfiaa,Vol. 8, No. l, Januari 2020, hlm- 91.

It6BrianYoung,2O13, ReadyforPrimetirne?Thelrateragency Suspension & DebarmentCont nittee,
the Nonprocurement C.ommon Rule and Lead Agency Coordination, Proquest LLC, United States,
hlm.3.
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Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada dasar-
nya juga tidak mengenal adanya diferensiasidari kontrakpemerintah
menjadi kontrak pengadaan dan kontrak non-pengadaan. Peraturan
perundang-undangan secara spesifik hanya mengatur mengenai
kontrak pengadaan, khususnya kontrak pengadaan barang/jasa
yang sumber hukum utamanya terdapat dalam Peraturan Presiden
Nomor 15 Tahun 2O18 tentang Pengadaan Barang{asa Pemerintah.
Dalam hal pengaturan yang termasuk dalam jenis/bentuk kontra-k
non-pengadaan pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian besar,
yakni terkait dengan pemanfaatan/pengelolaan aset milik negara/
daerah dan kerja sama pengelolaan non-aset yang secara sporadis
diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.11?

Filosofi pengadaan barang danjasa pada awalnya adalah sebagai
media pemerintah dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan ne-
gara118 melalui kegiatan kontraktual yang termasuk dalam ruang
Iingkup hukum privat. Pemerintah melakukan pelayanan publik dan
memberikan fasilitas kepada masyarakat y.ang ditujukan untuk kese-
jahteraan rakyat melalui hubungan kontraktual tersebut dengan
pihak swasta.lle Dalam pengadaan barang dan jasa, jenis kontrak
yang dilakukan pemerintah termasuk kontrak pembelanjaan'2o ka-
rena menggunakan dana APBN untuk memenuhi kebutuhan ma-
syarakat atau disebut dengan government contrad.a2l Adapun klasi-
fikasi dari kontrak pengadaan adalah sebagai berikut:

r17 Peraturan tersebut di aniaranya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O06 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP No.
612005 jo. PP No. 38/2008) yang kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pangelolaan Barang lvlilik Negara/Daerah (PP No. 2712014), di mana di dalamnya
mengatur mengenai jenis-jenis kontrak terkait dengan pengelolaan barang milik negara/daerah
meliputi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset barang miliknegara/daerah. Pengaturan KPS di
lndonesia secara khusus diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur jis. Peraruran Presidan Nomor 13

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalm Penyediaan Infrastrukturr'is. Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 201 I tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Keria
sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur iis- Peraturan Presiden
Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peratuan Presiden Nomor 67 Tahun 2005
tentang Keia siilna Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres No.
67 I 2OO5 jis. Perpres No. I 3 /20 f0 j6. Perpres No. 56/20 I I jts. Perpres No. 66/20 13).

r18 Yohanes Sogar Simamora, Op- cit-,h.2-
tte Faizal Kumiawan et- al. "The Involvement of Soes in Procurement of Goods or Services in

Indonesia: Is It Ethical?", International Joumal of Psychosocial Rehabiliation Vol 24, No. 8, April
2020, hlm. 1288.

tzo lbid.
r21 Omar A. Esqueda, Thanh Ngo, furica Susnjua, "The Effect of Govemment Contracts on

Corporate Valuation", Journal ofBanking& Finarrce, Vol 106, No. l, September 2019, hlm.3l0.
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t. Berdasarkan Objek, yaitu kontrak pengadaan barang, kontrak
jasa konstruksi, konsultansi, dan jasa lainnya;

2. Berdasarkan Cara Pembayaran, yaitu Lump Sum, Ilnit Wice, dan
TurnKey;

3. Berdasarkan WalGu Anggaran, yaitu single year darr multi years.

Seperti apa yang sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya
bahwa kontrak pemerintah selain kontrak pengadaan juga terda-
pat kontrak fang disebut dengan kontrak non-pengadaan, yang
kemudian menjadi pemb6da di antara kedua jenis kontrak ini
adalah terletak pada dana yang dikeluarkan oleh pemerintah, di
mana dalam kontrak pengadaan, pemerintah lebih cenderung me-
ngeluarkan dana sedangkan dalam kontrak non-pengadaan pe-
merintah justru mendapatkan pemasukan dana dari hasil kontrak
yang dilakukan. ]enis dari kontrak non-pengadaan yang biasa
dilakukan oletr pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk
memenuhi kebutuhannya addah kontrak sewa, pinjam-pakai, kerja
sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, pen-
jualan, tukar-menukar, hibah, penyertaan modal, kontrak karya,
kontrak investasi dan kontrak-kontrak lainnya selain dari kontrak
pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah. Mayoritas pengatur-
an terkait dengan kontrak non pengadaan barang/jasa dapat di-
temukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, diatur
terdapat berbagai macam jenis kontrak non-pengadaan barang/
jasa yaitu antara lain: a) sewa; b) pinjam pakai; c) kerja sama pe-
manfaatan; d) bangun guna serah atau bangun serah guna; e) kerja
sama penyediaan infrastruktur. Selain itu, di dalam Pasal54 PP No.
27/2u-74 diatur, bahwa terdapat jenis kontrak yang bersifat untuk
memindah tangankan hak seperti a) penjualan, b) tukar menukar, c)

hibah, maupun d) penyertaan modal oleh pemerintah pusat/daerah.
Kontrak pemerintah non pengadaan yang dilakukan dalam rangka
pemanfaatan barang/aset negara/daerah seperti kontrak sewa,
pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan merupakan kontrak yang
bertujuan untuk memanfaatkan aset/barang milik negara/daerah
namun dalam kontrak ini aset/barang milik negara/daerah yang
dijadikan objek kontrak tidak akan menjadi beralih kepemilikan
dari pemerintah kepada pihak lain, hal ini tentunya berbeda dengan
kontrak penjualan, kontrak tukar-menukar, hibah dan penyertaan
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modal, terhadap jenis/benhrk ini objek yang diperjanjikan akan ber-
pindah kepemilikan kepada pihak laiil dari pemerintah'

Kontrak pemerintah, sbjtitihya bisa dibilang tunduk pada 2

(dua) rezim hukum yang berbeda,: 5rakni hukum publik (hukum
administrasi dan hukum pidana) dan hukum privat (hukum per-
data). Hal ini disebabkan, karena dalam melakukan kontrak yang

seharusnya tunduk pada htikufn privat, pemerintah tidak dapat
melepaskan kedudukannya sebagai badan hukum publik yang tun-
duk pada hukum publik. Berdasarkan haltersebut, maka dapat dika-
takan, bahwa kontrak pemei"intah memiliki karal'cter hibrida (hy-

bridl.rzz Akan tetapi, karakter hybmd tersebut bukan berarti tedadi
percampuran hukum (mixed law). Masuknya hukum publik dalam
kontrak pemerintah, merupekan upaya Pemerintah untuk men-

cegah timbulnya kemgian keuangan negara, mengingat hukum
kontrak yang diatur di dalam Buku'III BW, sejatinya memiliki sifat
kelonggaran dalam penafsiian normanya (aanvullend recht), se-

hingga dianggap sudah tidaR sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
khususnya dalam penerapin kontrek pemerintah.

Pemerintah merupakan salah satu pihak dalam kontrak peme-

rintah, oleh karena itu dalarn konteks kajian kontrak pemerintah
pengertian pemerintah harus dipahami dalam arti organisasi peme-

rintahan atau kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan
dan bukan dalam pengertian fungsi pemerintahan atau kegiatan
memerintah.l23 Iika dikomparasi dengan Malaysia, maka dapat di-
lihat pada Article 2 Government Contracts Act 1949 di Malaysia,

dirumuskan bahr,rra: "All contracts made in l"Ialaysia on behalf of the

Goverrtment shall, if reduced to uniting, be made in the name of the

Government of Malaysia and rny be signed by a minister or by any

public officer duty authorizedinuniting by a Minister either specially in
any particular case, or genemlly for all contracts below a certain value

in his department or othetwise as may be specified in the authoriza-

tion. Sebenarnya, jika melihat secara konseptual terkait batasan

tentang Pemerintah, memang tidak dirumuskan secara ekspilisit,
baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun peraturan perun-

dang-undangan.12a Pemerintah dalam kontrak pemerintah adalah

12? Yohanes Sogar Sirnamora Op. cir., trlm.55-56-

'a lbrZ, hlm.5l.
rrt Daniel Susilo dan Mohammad Roesli'Konsep Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945"

MimbarYustisia: Jurnal Hukum dan HakAl,,si Man*sia"Yol2, No. l, ,uni 2018' hlm. I r8'

I



KO}ITRIK PEMERINTAH: KONSEB RAGAM, PERKEMBANGAN REGULASI, DAN KqJIAN PIfiJSAN

badan atau pejabat tata usaha negara )rang berwenang untuk me-
nandatangani kontrak dengan pihak swasta. Mi$qlnya untuk kon-
trak pengadaan ada pada Pejabat Pembuat Komitmen (ppK), di
mana dalam pengadaan barang dan jasa subjek pengadaan adalah
kementrian, lembaga, departemen, dan instansi baik di pusat mau-
pun di daerah. Untuk kontrak non-pengadaan ada pada kepala
daerah, untk kontrak migas ada pada SKK l{igas dan untuk kontrak
minerba ada pada kepala daerah.

Pemerintah sebagai subyek hukum mewakili dua institusi seka-
Iigus, yakni jabatan pemerintahan dan badan hukum pemerin-
tahan (twee petten).12s Dalam rangka memenuhi kebutuhann)ra sen-
diri dan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelayanan publik,
pemerintah dapat melakukan tindakan hukum publik dan tindakan
dalam hukum privat. Kontrak pemerintah merupakan salah satu
bentuk tindakan pemerintah sebagai badan hukum publik dalam
ranah hukum privat. Pemerintah dianggap sebagai badan hukum,
karena pemerintah menjalankan kegiatan komer;ial (acrs jurc ggs-
tionisi).126 Pemerintah sebagai badan hukum diakui dalam pasal
1653 BW di mana disebutkan bahwa: "selain-perseroan perdata se-
jati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui
undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan
umum atau diakui sebagai demikian, entah pula badan hukum itu
diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk
suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-
undang atau kesusilaan". Apeldorn berpendapat bahwa negara, pro-
pinsi, kotapraja dan lain sebagainya adalah badan hukum.127

Kontrak komersial yang melibatkan pemerintah sebagai kon-
traktan termasuk dalam kategori perbrratan hukum privat yang
merupakan hubungan hukum dalam lapangan hukum perdata.
Pembentukan, pelaksanaan, perubahan dan atau pemutusan perjan-
jian, sekalipun hal tersebut tertuang dalam bentuk keputusan tetapi
tetap merupakan kontrak yang bersifat privat. Hal ini dikarenakan
keputusan tersebut menurut teori melebur (oplossin g theorie) dinilai

r25 Muhammad Yakim, "Kedudukan Hukum Penrerintah Daerah Dalam Kerja sama Daerah
Dengan Pihak Kettga", Jurnal Katalogis,Yol5, No. 7, Juli 2017, hlm. Bl.

r'?6 Atwinda P.Y.P., Rahayu, H.M. Kabul Supriyadhie, "Analisa Hukum Terhadap pengecualian
Pelanggaran Berat Ham Terkait Dengan Imunitas Negara Da.lam Kasus Luigi Ferrini oerman
Vs Italia, Putusan Mahkamah Internasional Tahun 2012)", Diponegoro Law Review, Vol 5, No. 2,
Oktober 2016, hlm. 2.

r27 Sarah S. Kuahaty, "Pemerintah Sebagai Subjek Hukum perdata Dalam Kontrak pengadaan
BarangAtau rasa", Jurnal Sasi"Yol 17, No. 3, ,uli 201 l, hlm. 56.
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sebagai keputusan yang meleburke dalam tindakan keperdataan.us
Article 8:3 Algemene Wet Bestuurecht (Awb/Dutch Adiministmtive
Law Act) secara tegas men)ratakan bahwa kontrak yang melibatkan
pemerintah sebagai salah satu kontraktan tetap tunduk pada hukum
privat dan sengketa yang timbul dari kontrak tersebut diselesaikan
melalui pengadilan negeri, bukan pengadilan administrasi. Di In-
donesia, ketentuan demikian belum diatur secara khusus dan ins-
trumen hukum yang menjadi landasan kontraktualisasi kontrak
pemerintah masih bersifat sektoral dan diatur dalam berbagai per-
aturan perundang-undangan.

Dasar hukum pembentukan kontrak pemerintah tetap didasar-
kan pada hukum privat namun diwarnai dengan kekuasaan dan
tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kepentingan publik
yang diatur dalam hul(um administrasi.Pe Oleh sebab itu, keabsah-
an kontrak pemerintah tetap didasarkan pada Pasal ljI2O BW, dan
Pasal ljl37 BW yang notabene didasarkan pula pada peraturan per-
undang-undangan yang mengatur mengenai kontrak pernerintah,
misalnya dalam membentuk kesepakatan harus dilakukan mel,aui
lelang, substansi kontrak pemerintah tidak boleh merugikan negara,
dan untuk build operate transfer (BOT) harus terdapat kontribusi
yang besarannya dihitung berdasarkan appraisal, dipastikan akhir
kontrak objek ditransfer ke negara/daerah, dan sebagainya. Setrain

itu, adanya unsur hukum publik juga menyebabkan aturan dan
prinsip hukum dalam kontrak privat tidak sepenuhnya berlaku
bagi kontrak yang dibuat oleh pemerintah sebagai akibat dari ke-
berlakuan Pasal 1337 BW yang menyebabkan prinsip dan hukum
publik memasuki ranah hukum privat. Misalnya prinsip kebebasan
berkontrak (Pasal1338 BW) yang dibatasi dengan: larangan sub kon-
trak, larangan melakukan penyitaan terhadap barang milik negara/
daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5O UU No. l Tahun 2OO4

tentang Perbendaharaan Negara yang menyimpangi ketentuan
Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW yang notabene pengaturan ini meng-
asumsikan negara dapat membayar utangnya (solvent) sehingga
tidak ada penyitaan terhadap harta negara.

''z3 Maftuh Effendi, "Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Suatu Pemikiran Ke Arah Perluasan
Kompetensi Pasca Amandemen Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara", lwnal
Hukum dan Peradilazl Vol 3, No. l, Maret 2014, hlrn. 31.

rn Bagus Oktafian Abrianto, Xavier Nugraha, Nathanael Grady, "Perkembangan Gugatan Per-
buatan MelanggarHukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014", Negara
Hukum: Membangun Hukum unruk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol 11, No. f , Iuni 2020, hlm. 56.
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D. PENEGAKAN HUKUM PERMASALAHAN DALAM KONTRAK
PEMERINTAH

Adanya unsur hukum publik dan hukum priwat dalam kontrak
pemerintah, sejatinya memiliki konsekuensi yuridis terhadap pe-

negakan hukum yang dapat dilakukan terhadap kontrak pemerin-
tah tersebut. Hal ini menyebabkan, dalam hal penegakan hukum
yang dilakukan, apabila terjadi permasalahan terkait kontrak peme-
rintah, maka penegakan hukum yang dapat dilakukan dapat saja

tidak hanya penegakan hukum perdata, namun juga penegakan hu-
kum pidana dan administrasi. HaI ini sangat bergantung terhadap
koridor hukum yang disimpangi.

Apabila ketentuan dalam kontrak pemerintah yang dilanggar,
maka penegakan hukum perdata dapat dilakukan melalui peng-
ajuan gugatan ke Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Misal, pe-

merintah membuat kontrak jual-beli dengan sebuah perusahaan
swasta, maka apabila tidak dipenuhinya prestasi yang dijanjikan
oleh salah satu pihak, maka dapat dilakukan gugatan wanprestasi.
Di dalam Pasal 1238 BW diatur, bahwa: "Si berutang adalah lalai,
apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu
telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini
menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap Ialai dengan
lewatnya waktu yang ditentukan." Dengan demikian, semisal ketika
pemerintah sebagai pembeli tidak memenuhi prestasinya, maka
perusahaan swasta tersebut dapat menggugat ke Pengadilan Umum
untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian
dan bunga fiika diperjanjikan). Hal ini sesuai dengan Pasal1243 jo.

Pasal7244 BW yang mengatur:

Pasal 1243 mengatur:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya
suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang,
setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetaP melalai-
kannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya,
hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang

telah dilampauinya.

Pasal 1244 mengatur:

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan
bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya
perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan
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perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang
tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada ikti-
kad buruk kepadanya.

Sebaliknya, apabila dalam perjanjian tersebut, ternyata perusa-
haan swasta yang membuat perjanjian tersebut tidak memenuhi
prestasinya, maka pemerintah juga dapat melakukan gugatan wan-
prestasi di Pengadilan Umum.

Contoh adanya gugatan terhadap pemerintah akibat wanpres-
tasi, dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3229
WPdt/2O15. Dalam perkara tersebut, dapat dilihat bahwa adanya
gugatan wanprestasi yang diajukan oteh pihak swasta, yaitu Aswin
Suheri, selaku Direktur PT Citra Bunda kepada pihak pemerintah,
yaitu:

1) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Re-
publik Indonesia, Cq. GubernurAceh, Cq. Kepala Dinas Pengairan
Aceh;

2) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Re-
publik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh; dan

3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Perkara ini berawal dari adanya Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) kepada Perusahaan Penggugat terkait proyek Pelaksanaan
Pekerjaan Pengaman Pantai Desa Ujong Tanoh Kecamatan Samadua
(Paket II) Kabupaten Aceh Selatan (Bencana Alam). Adapun total
nilai proyek tersebut adalah P.p 9.995.235.000,- (sembilan miliar
sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh iima
ribu rupiah). Setelah adanya SMPK tersebut, PT Citra Bunda kemu-
dian menyelesaikan proyek tersebut sesuai dengan waktu yang
telah diperjanjikan. Akan tetapi, ternyata hingga gugatan tersebut
diajukan, terdapat sisa nilai volume pekerjaan PT Citra Bunda yang
masih belum dibayar sebesar Rp 8.501.282.0OO,- (delapan miliar lima
ratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Dengan dasar belum adanya pembayaran yang dilakukan pada
waktu yang telah disepakati, maka PT Citra Bunda mengajukan gu-
gatan tersebut. Di dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 3229 K/Pdt/z0ts, disebutkan bahwa: "Bahwa Tergugat telah
wanprestasi sehingga waiib membayar biaya proyek yang telah di-
kerjakan Penggugat, sehingga pertimbangan dan putusan Judex
Facti telah sesuai hukum." Dari ratio decedendi tersebut, sejatinya
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dapat ditarik kesimpulan, bahwaApabila permasalahan yang terjadi
adalah terkait dengan kontrak, maka penegakan hukum yang dapat
dilakukan tetap melalui mekanisme gugatan wanprestasi yang no-
tabene tetap menjadi kompetensi absolut dari pengadilan negeri.

Apabila ketentuan mengenai wewenlrng, prosedur, dan subs-
tansi yang mendahului atau mengakhiri kontrak pemerintah yang
dilanggar melalui keputusan-keputusan, maka dapat dilalrukan
pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Misd
penjatuhan sanksi black list pada keputusan pemenang tender
yang notabene merupakan KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara),
sehingga penegakan hukum yang dapat dilakukan adalah penegak-
an hukum administrasi melalui pengajuan gugatan ke Peradilan
Tata Usaha Negara (PTUN). Apabila ketentuan dalam hukum pidana
dilanggar, misalnya terdapat persekongkolan tender, maka pene-
gakan hukum pidana dapat dilakukan melalui Peradilan Umum
(Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).

Pada dasarnya, pihak swasta dapat mengajukan gugatan kepada
Pemerintah atas kemgian yang diatraminya akibat kelalaian dari
Pemerintah. Dalam praktik internasional, hal ini dikenal dengan
prinsip sovereign immunity atau state imrnunity, yakni prinsip yang
menyatakan bahwa pemerintah dapat digugat dalam hubungan
perdata yang dilakukannya dengan pihak swasta.13o Pada awalnya,
prinsip ini merupakan prinsip dalam hukum internasional publik
yang memberikan kekebalan bagi negara yang berdaulat untuk
tidak dapat diajukan di hadapan pengadilan negara lain oleh negara
atau entitas suatu negara serta kebal terhadap penegakan dan pe-
laksanaan hukum atau putusan negara lain.a1 HaI ini sesuai dengan
prinsip par in parem non habet imperium yang menyatakan bahwa
persamaan derajat antarnegara sangat diutamakan, sehingga di
antara kedua negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat tidak

rr0 Dalam konstitusi Amerika, doktrin sovereign immunity diakwi sebagai hatasan untuk meng-
ajukan Pemerintah ke hadapm pengadilan. Pemerintah Amerika berkomitmen untuk mengatur
kewajiban hukumnya terhadap masyarakat dalam hukum publik, sehingga rakyatnya dapat
mengajukan gugatan kepada pemerintah dengan dasar kerugian yang dideritanya akibat tindakan
pemerintah untuk menyeimbangkan sektor publik dan sektor privat. Pada awalnya, gugatan kepada
Pemerintah diajukan atas dasar perbuatan melanggar hukum dan kemudian berkembang dengan
pelepasan hak imunitas negara dalam hal gugatan yang timbul dari hubungan kontraktual. Lihat:
Hohn LObato dan Jeffrey Theodore, "The Scope of Federal Sovereign Immunity", Briefing Paper,
Harvard taw School Federal Budget Poliry Seminar, 2006, hlm. 2; Lihat juga: Christine Desan, "The
Constitutional Commitment to l€gislative Adjudication in the Early American Tradition", lll
Haruard Reuiew.l3&3, 1998, hlm. 4.

r3rAsurst, State Immunity: an Ouervi.ew, Ashurst IIP, London, July 2013, p. l. Diakses di https://
M.ashurst.com/doc. aspx?i.l_Resource=7655-
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dapat memiliki yurisdiksi terhadap pihak tainnya (equal states don't

have jurisdiction over each other) dan juga tidak dapat turut campur

terhadap urusan domestik negara lain a2 Prinsip imunitas negara

ini kemudian diadopsi dalam hukum nasional negara-negara'

Di Inggris, terdapat pengecualian terhadap sovercign immunity

sebagaimana diatur dalam state Immunity Aa 1978 (SIA), di mana

suatu negara tidak akan kebal dari proses peradilan negara lain

apabila:

1) Negara tersebut telah menyetujui, baik dalam klausul peian-
jiannya atau persetujuan yang dibuat setelali sengketa terjadi'

bahwa Pengadilan Inggris memiliki yurisdiksi atas sengketa

yang timbul dari perjanjian tersebut;

2) Walaupun tidak ada persetuiuan dgi negarq yang bersangkutan

untuk tunduk pada yurisdiksi pengadilan Inggris, negara ter-

sebut tidak dapat mengajukan klaim soveneign immunity apa-

bila kontrak yang dilakukan Pemerinteh tidalt termasuk dalam

lingkup "pelaksanaan kewenangan/fungsi kenegaraan"' mela-

inkan termasuk dalam lingkup transf,lsi perdagangan;

3) Apabila proses yang terkait dengarl itewajiban kontraktual un-

tuk dilakukan seluruhnya atau sebagian di Inggris; dan

4) Apabila terdapat perjanjian secara tertulis untuk menyerahkan

sengketakepadaarbitrasedalamklausulaarbitrasemaupun
daiam perjanjian yang dibuat setelah sengketa tedadi'133

Suatu negara juga tidak akan kebal dari penegakan dan pelak-

sanaan putusan negara lain apabila:134

1) Negara memberikan persetujuan tertulis kepada penegakan

atau pelaksanaan suatu putusan negara asing; dan

Lihat: Asurst, Op. cit., P.3-4.
rs Diangsa Wagian, M. Yazid Fathon, "Penyelesaian sen-gketa.fon-5aftuat Pemerintah Melalui

Arbitrase Intemasional Ou" S;iUugui ee.*a"rl"h"nny.', tus Xaiian Hukum dan Keadilan, Yol 2,

No. 6, Desember 2014, hlm. 583.

I

beberapa
melalui

tindakan

isu-isu sensitif

suatu
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2) Apabila penegakan atau pelaksanaan putusan diberlakukan ter-
hadap aset yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan
dengan tujuan komersial.

Dengan dasar tersebut, maka langkah paling mudah bagi negara
untuk dapat mengesampingkan sovereign immunity adalah dengan
memberikan persetujuan tertulis baik dalam klausul perjanjian atau
persetujuan setelah sengketa terjadi untuk melepas kekebalannya.as
Prinsip sovereign immunity ini juga dikenal dalam hukum nasional
Indonesia, di mana pemerintah maupun instansi pemerintah dapat
digugat dihadapan pengadilan Indonesia maupun pengadilan asing.
Namun berkaitan dengan hal ini perlu ditegaskan adanya Pasal5O
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (UU No. 7/2OO4) yang menyatakan bahwa, dalam kontrak
yang melibatkan pemerintah, terdapat imunitas ftekebalan) peme-
rintah apabila digugat di muka pengadilan, di mana terhadap aset
keuangan negara tidak dapat dilakukan penyitaan. Hal tersebut
merupakan penyimpangan dari prinsip sita sebagaimana diatur
dalam PasalTL3t jo Ll32 BW dan merupakan upaya untuk melindungi
kekayaan negara.a6 TidaHah adil jika pemerintah dalam melakukan
hubungan kontraktual dengan swasta aset yang disengketakan tidak
dapat disita.

Keberadaan Pasal 5O UU No. L/2OO4 tidak serta-merta menim-
bulkan konsekuensi Pemerintah tidak dapat digugat di hadapan
pengadilan maupun tidak dapat dikenakan pelaksanaan suatu pu-
tusan pengadilan. Pemerintah tetap dapat diajukan ke hadapan
pengadilan dan dikenakan pelaksanaan putusan, hanya saja permo-
honan terhadap penyitaan aset negara tidak dapat dikabulkan dan
tidak dapat dieksekusi. Dengan kata lain, pemerintah tidak kebal
terhadap gugatan perdata di hadapan pengadilan domestik maupun
pengadilan asing dan apabila terbukti pemerintah bersalah dan di-
kenakan denda berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang,
maka pembayaran denda tersebut dapat dianggarkan dalam APBN/
APBD.137 HaI ini pada dasarnya juga merupakan salah satu bentuk

t3s lbid.
'rG Namun, yang berbeda dari penerapan prinsip ini di Indonesia adalah meskipun terdapat

kJausula yang menyatakan pelepasan aset negara maupun klausula penundukan sepenuhnya pada
hukum privat dalam kontrak yang dibuat oleh pemerintah, namun dengan adanya Pasal 50 UU
No. I /20o4 ini membawa konsekuensi pemerintah menjadi kebal atas pelaksanaan putusan terkait
penvitaan aset negara dan kekebalan tersebut tetap mengikat. Llhat: Ibid.

13- Dalam praktik, pemerintah menladi pihak yang gugat pada dasamya telah sering teriadi,
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dominasi pemerintah yang diberikan oleh undang-undang, hanya
saja bentuk dominasi ini tidak serta merta membawa konsekuensi
bahwa aset yang dikuasai oleh pemerintah juga mer.upakan aset
masyarakat yang notebene tidak dapat disita.

Negara dapat digugat merupakan implementasi dari prinsip
forum stat sebagai pengesampingan prinsip sovereign intmunity.
Tanggung gugat dapat didasarkan atas tanggung gugat kontrak-
tual (contrac'tal liability) dan tanggung gugat perbuatan melanggar
hukum (tort liabitity). Tanggung gugat kontraktual (contractual lia-
bility) merupakan tanggung gugatyang Lahir dikarenakan salah satu
dari kontraktan wanprestasi. Dalam hal ini petitum yang diminta-
kan oleh penggugat yaitu berdasarkan Pasal 1267 BW yang meli-
puti pemenuhan, pemutusan, dan/atau ganti rugi.lika dibanding-
kan dengan kontrak pemerintah, sanksi atas pelanggaran kontrak
umumnya telah diatur di dalamnlra, misalnya sanksi bagi penyedia/
mitra berupa denda, pencairan jaminan pelaksanaan, blacklist dan
pemutusan, sedangkan sanksi bagi pemerintah karena terlambat
membayar yaitu pemenuhan dan ganti rugi (sesuai bunga bank).
Tanggung gugat perbuatan melanggar hukum (tort liabtlity) yang
lahir dari adanya perbuatan kontraktan yang melanggar hukum,
misalnya terhadap pihak pemerintah yang memutus kontrak sepi-
hak secara sewenang-wenang.

Dalam rangka mengajukan gugatan, dasar tanggung gugat se-

baiknya tidak dicampuradukkan antara wanprestasi dan PMH karena
dapat menyebabkan gugatan kabur (obscure) dan diputus tidak dapat
diterima (niet onvankelijk verkiaard), sebagaimana dinyatakan dalam
Putusan MA No. 879 K/Pdt/7997 tanggal29 Januari 2OO1. Walaupun
dalam praktiknya, penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH
dalam satu gugatan juga dibolehkan, misalnya dalam Putusan MA
No. 2586 K/Pdt/7985 tanggal 29 Januari 1987 dan Putusan MA No.
886 K/Pdt/2O07 tanggal 24 Oktober 2OO7 yang kaidah hukumnya
menyatakan "bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita
wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dengan
tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang be-
rupa kumulasi objektif dapat dibenarkan.

terutama dalam hal pemerintah melakukan perbuatan melanggar atau rnelawan hukum (PMH).
Namun, dalam hal pemerintah berkedudukan sebagai tergugat atas dasar u'anprestasi sangat sulit
ditemui, walaupun keadaan ini tidak menutup kemungkinan berpotensi untuk terjadi.
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E. PENUTUP

Pemerintah dalam rangka penyelenggar:aan negara melakukan
suatu transaksi komersial yang dibingkai dalam suatu kontrak. Kon-
trak yang salah satu pihaknya melibatkan pemerintah sejatinya
tunduk pada 2 (dua) rezim hukum yang berbeda, yakni hularm pu-
blik (hukum administrasi dan hukum pidana) dan hukum privat
(hukum perdata), karena dalam melakukan kontrak yang seharusnya
tunduk pada hukum privat, pemerintah tidak dapat melepaskan
kedudukannya sebagai badan hukum publik yang tunduk peda hu-
kum publik. HaI inilah yang menyebabkan kontrak pemerintah
memiliki karakter hibrida (hyb rid)

Tidak menutup kemungkinan dalam kontrak yang dibuat dengan
pemerintah tersebut terdapat problematika terkait kontrak tersebut.
Dalam hal demikian, maka pemerintah sebagai kontraktan memang
berkedudukan sebagai badan hukum, namun, dalam hubungannya
dengan pelaksanaan kontrak, maka pemerintah dapat digugat atau
menggugat sebagaimana badan hukum atau subjek hu}<tim dalam
hukum privat. Adanya unsur hukum publik dan hukum privat dalam
kontrak pemerintah juga menyebabkan penegakan hukum yang
dapat dilakukan terhadap kontrak pemerintah bukan hanya pene-
gakan hukum perdata, namun juga penegakan hukum pidana dan
administrasi sesuai dengan koridor hukum yang disimpangi.
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